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ABSTRAK 

 

FEBBY FAUZI KUSUMAPUTRA, E.1710346 “KEWENANGAN JAKSA 

DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI 

(Studi Kasus Nomor : Pds-01 Cibad/012018)”. Skripsi, Program Studi Hukum, 

Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, 2023. 

 

Kejaksaan merupakan  lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan 

serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam 

menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan 

secara merdeka. Pengaturan fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman perlu dikuatkan sebagai landasan kedudukan kelembagaan dan 

penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan 

tugas dan wewenang jaksa pada tahap penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. 2) Untuk mendapatkan gambaran/deskripsi 

penerapan ketentuan tersebut diatas pada Kejaksaan Negeri Sukabumi, khususnya 

dalam penuntutan tindak pidana korupsi, dan menganalisisnya. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu 

hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-

dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi 

kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Dalam penelitian ini bahan pustaka 

merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Hasil 

dari penelitian ini yaitu: 1) Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut 

umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka Untuk menyelesaikan Tugas 

serta fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti 

Polisi, Hakim, KPK karena dalam melakukan kerja sama seperti kasus korupsi agar 

lebih cepat untuk memberantas tindak pidana korupsi. 2) Faktor-faktor yang 

menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi penyebabnya 

adalah pelaku yang melakukan korupsi sangat licik dan canggih, penyidik jaksa 

belum berperan maksimal, dan faktor budaya, moral, gaya hidup yang semakin hari 

semakin merajalela. Sehingga dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi ada 

kendala- kendala yang dihadapi oleh jaksa dan walaupun ada kendala tetapi 

kejaksaan tetap bersemangat menjalankan tugas memberantas tindak pidana 

korupsi.  
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ABSTRACT 

  

FEBBY FAUZI KUSUMAPUTRA, E.1710346 " THE AUTHORITY OF THE 

PROSECTOR IN INVESTIGATING CRIMINAL ACTIONS IN VILLAGE 

FINANCIAL MANAGEMENT AT THE PUBLIC PUBLIC PUBLIC PUBLIC 

PROSECUTOR (Case Study Number: Pds-01 Cibad/012018). Thesis, Law Study 

Program, Faculty of Law, Djuanda University, Bogor, 2023. 

 
The Attorney General's Office is a government institution whose function is related 

to the judicial power that exercises state power in the field of prosecution and other 

powers based on the law. The Prosecutor's Office in carrying out its functions 

related to judicial power is carried out independently. The regulation of the 

functions of the Prosecutor's Office relating to judicial power needs to be 

strengthened as a basis for institutional standing and strengthening the duties and 

functions of the Attorney General's Office. 

The purposes of this study are: 1) To know and analyze the arrangement of the 

duties and powers of prosecutors at the prosecution stage according to Law 

Number 20 of 2021 concerning the Prosecutor's Office. 2) To get an 

overview/description of the application of the aforementioned provisions to the 

District Attorney of Sukabumi, particularly in the prosecution of criminal acts of 

corruption, and to analyze them. The research method used in this study is a 

normative juridical approach, namely law is conceptualized as norms, rules, 

principles or dogmas/jurisprudence. The normative juridical research stage uses 

library research (literature review). In this study, library materials constitute the 

basic research data which is classified as secondary data. The results of this study 

are: 1) The prosecutor acts as an investigator and doubles as a public prosecutor 

in handling corruption. So to complete these tasks and functions the prosecutor 

must cooperate with other related parties such as the police, judges, KPK because 

in carrying out cooperation such as corruption cases so that it is faster to eradicate 

criminal acts of corruption. 2) Factors that become obstacles in the process of 

investigating criminal acts of corruption are caused by the perpetrators who 

commit corruption are very cunning and sophisticated, prosecutor investigators 

have not played a maximum role, and cultural, moral, lifestyle factors are 

increasingly rampant. So that in the process of investigating criminal acts of 

corruption there are obstacles faced by prosecutors and even though there are 

obstacles, the prosecutor's office remains enthusiastic about carrying out the task 

of eradicating criminal acts of corruption. 
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